
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasaJ 18 Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan 

Peraturan Gubemur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; 

: 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151) 

sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang­ 

Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 ten tang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2687); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undarig-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Mem bahayakan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 
diubab beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 

• 



tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 

tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 6057); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
tentang tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Gubemur Sebagai Wak.il Pemerintah Pusat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6224); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
754); 

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

• 



Oalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. I raeran aaalah Provinsi Sulawesi Utara. 

2. t ubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara. 

3. lemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

I emerint ahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

vang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. I 'emermtahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

l-emerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

··1stem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

c rmakaud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

945 

5. . vnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

;ldalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

.taerah. 

Pasal 1 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

PENJABARAN TENT ANG GUBERNUR Menetapkan : PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 431); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4667 Tahun 

2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 dan 

rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2006 

Nomor 7). 



4. r.ampiran IV.A Daftar Nama Penerima. Alamat Penerima. dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

Lampiran IV.B Daftar Nam.a Penerima, Alam.at Penerima, Dan 
Besaran Bantuan Sosial Barang; 

5. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alam.at Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum; 

Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Ala.mat Penerirna, dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat khusus; 

Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

3. Larnpiran Ill Daftar Na.ma Penerima. Alamat Penerima. dan Besaran 

Hi bah; 

t.arnpiran IJ 2. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dirnaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidal .. terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari: 

l. Lampiran I Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok. Jenis. Objek. Rincian Objek Pendapatan. 

Belanja. dan Pembiayaan; 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebesar 

Rp -l 035.115.968.022,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Pcndapatan daerah sebesar Rp.4.000.115.968.022,00 

Belanja daerah sebesar Rp.3.817.647.909.769,00 

Pembiavaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.35.000.000.000,00 

b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.217.468.058.253,00 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pcrtanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

Pasal 2 



Pasal 5 

Peraxsanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 

lebil laruu t dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Lam mran sebagaimana terse but dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

ternisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD 

dengan program prioritas perbatasan Negara 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda 

tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran 

APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

io. i.ampiran X 

i.arnpiran IX 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub 

rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan 

8. Larnpiran VlII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas 

Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, 

dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, 

belanja dan pembiayaan 

Sinkronisasi kebijakan pemerintah Provinsi/ 

kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam Perda 

9. 

Lampi ran 

6. i.ampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerirna, dan Besaran 

belanja bagi hasil 

7. Larnpiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pern biayaan 

VH.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan 
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... 1, '':S\ 0,.. IANO GAMY KAWATU 
BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40 

PROVINS! SULAWESI UTARA, 

I uundanai.an di Manado. 
'Jada tanguai JI uesember 2021 

NDOKAMBEY 

Ditetapkan di Manado. 
Pada tanggal 31 Desembe r 2021 

Peraruran Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernu r dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Pasal 6 



A 

BEPJTA 0-\ERAH PROVINS1 SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40 

I 
'- 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, 

iundanakan di !Vlanado. 
oada tangaal 31 Desember 2021 

OLLY DONDOKAMBEY 

GUBERNURSULAWESIUTARA 

Ditetapkan di Manado. 
Pada tanggal 31 Desernber 2021 

Pera uran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Guo ernur aengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Paaal 6 



BEFITA D .ERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40 

( 
. ~ EKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, 

Diundanzxan di Manado. 
nad., tanaaal 31 uesember 2021 

OLLY DONDOKAMBEY 

GUBERNURSULAWESIUTARA 

Ditetapkan di Manado. 
Pada tanggal 31 Desember 2021 

Peraturan Gu bemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gu or rnur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Pasal 6 



IANO GAMY KAWATU 

BER TA DAERAH PROVlNSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40 

( 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVlNSI SULAWESI UTARA, 

rundanai.an ai rvranado. 

oadr tanzcal 1 I Desember 2021 

OLLY DONDOKAMBEY 

GUBERNURSULAWESIUTARA 

Ditetapkan di Manado. 
Pada tanggal 31 Desembe r 2021 

Perat.rran Gunemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gu bcrnur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Pasal 6 



!ANO GAMY KAWATU 

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40 

I 
AH PROVINS! SULAWESI UTARA, I J. s 2KRE ARIS D, 

/ 

Lnundanal ... an di Manado. 

nade tanar,al 31 Desember 2021 

OLLY DONDOKAMBEY 

~GUBERNURSULAWESIUT~ 

~ 

Ditetapkan di Manado. 
Pada tanggal 31 Desember 2021 

Peraiuran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubc rnur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Pasal 6 



\ TANO GAMY KA WATU 
BER TAD \ERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40 

( 
J. s ~KRC I'f\RIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, 

iundanar.an di Manado. 
o.id .. tanggal 31 ue s emba r 2021 

OLLY DONDOKAMBEY 

GUBERNURSULAWESIUTARA 

Ditetapkan di Manado. 
Pada tanggal 31 Desember 2021 

Peraiuran Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gub: mur dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Pasal 6 


